
SALINAN

BUPATI IIEDIRI
PROVIilSI JAWA TIMI'R

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 3T TAHUN 2O2O

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka
menunjang pelaksanaan administrasi Tata Naskah Dinas
Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta
sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 9
Desember 2Ol9 Nomor 065/805/413.O9/2019 perihal
Peny'usunan Peraturan Bupati Kediri tentang Tata Naskah Dinas

Elektronik (TNDE) dan Berita Acara tanggal 4 Juni 2O20 Nomor

065/1697 l4l8.O9 l2O2O tentang Rapat Pembahasan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah

Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri;





Mengingat : I
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3.

4.
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6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O tentang Pembentukai
Daerah-Daerah Kabupaten da-lam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapra.ja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O08 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OOg tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2O19 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undalgan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 77 "fahun 2007 tentang la.mbang
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor

161, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

a79Ol;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

& Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O09 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2O11 tentang Pedoman Umum

Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri

(lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

(Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O11 Nomor 32);

14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2O19 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019

Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

TATA NASKAH DINAS ELEK?RONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KEDIRI.



Pasal I

(1) Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri mengatur hal-hal yang

bersifat umum dan merupakan acuan bagi seluruh Aparatur Sipil
Negara pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah

Kabupaten Kediri dalam menyusun dan menerapkan tata naskah
dinas elektronik.

(2) Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Tata. Naskah Dinas Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal l, meliputi:

a- desain sistern;
b. spesifikasi sistem;
c. pengelola sistem.

Pasal 3

(1) Penerapan TNDE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menggunakan suatu
aplikasi yang disiapkan, dikembangkan dan dikelola oleh

Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi informasi.
(2) Perangkat Daerah dapat menerapkan TNDE melalui aplikasi

yang disiapkan, dikembangkan dan dikelola secara mandiri
sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Datam peneraparl aplikasi TNDE secara mandiri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2]r, Perangkat Daerah harus
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi
urusan teknologi informasi.

4
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Pasal 4

(1) Naskah Dinas Elektronik dialggap valid apabila terdapat eurck
Response Code (QR-Code) yang diikuti dengan logo, nama
penandatangan, jabatan dan Nomor Induk Pegawai.

(2) Naskah Dinas Elektronik yang ditujukan kepada instansi di luar
Pemerintah Daerah berupa cetak salinan elektronik.

Pasal 5

(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TNDE di Lingkungan
Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Pengelola Tata Naskah

Dinas Elektronik.

(2) Tim Pengelola Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Penggunaan email pada Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah untuk kegiatan kedinasan merupakan

penggunaan email dengan label user @kedirikab.go.id.
(2) Penggunaan email pada Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dapat tidak dilaksanakan dalam kondisi

force majeure.

Pasal 8

Pembinaan tata kearsipan Naskah Dinas Elektronik dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kearsipan.



6
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orurng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daera.l..

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 7-8-2O2O

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal 7 - 8 - 2O2O

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KAIIUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR 31

Salinan sesuai dengal aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Ke sejahteraan Rakyat

u.b.
Plt.

Penata Tingkat I
NrP 1966r12s 198903 r 010



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 31 TAHUN2O2O

TANGGAL:7-8-2O2O

PETUITT'T'X PELAKSANAAN TATA I{ASKAH DINAS ELEKTROITIK

DI LII{GKUITGAN PEMERINTAII KABT'PATEI{ KEDIRI

BAB I
PEI{DAHT'LUAIT

rL Latar BelaLang

Dalam rangka menunjang tugas umum penyelenggaraan pemerintahan

di Kabupaten Kediri agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu suatu

upaya diantaranya dengan menerapkan sistem yang terintegrasi dengan

memanfaatkan teknologi komputer yang telah terhubung pada setiap unit

organisasi/unit keq'a untuk mendukung penyelenggaraan administrasi

pemerintahan guna mempercepat dan mempermudah arus informasi tata

naskah dinas.

Dengan semakin meningkatnya volume naskah dinas dari hasil kegiatan

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, maka penanganannya perlu

didukung dengan sistem administrasi yang memadai, yaitu dengan mengubah

sistem manual ke sistem komputerisasi sehingga pengelolaan naskah dinas

dapat dilakukan dengan cepat. Salah satu diantaranya adalah dengan

melaksanakan implementasi aplikasi TNDE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui implementasi aplikasi TNDE yang dilakukan secara bertahap

diharapkan adanya percepatan proses penyelenggaraan tata pemerintahan

khususnya dalam mendukung percepatan tata laksana penugasan dan

keterpaduan pertukaran informasi dan data antar unit kerja di lingkungan

Pemerintah Daerah.

B Maksud dan TuJuan

1. Maksud

Petunjuk pelaksanaan TNDE dimaksudkan sebagai acuan dalam penggunaan

sistem tata naskah dinas secara elektronik dalam mekanisme surat menyurat

dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
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2. Tujuan

Tfijuan Petunjuk pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik adalah:

a. efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaa_n koordinasi di Pemerintah

Daerah;

b. tercapainya tertib administrasi pemerintah;

c. terwujudnya pemanfaatan telorologi informasi dalam tata naskah dinas;

d. lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas.

Tujuan Tata Naskah Dinas Elektronik adalah :

a- terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam TNDE;

b. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang
penyelenggaraan TNDE di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. terwujudnya keterpaduan TNDE di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. terwujudnya komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas;
e. terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam tata naskah dinas.

G RuangLlngkup
Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik meliputi :

1. Jenis Naskah Dinas mengacu pada Peraturan Bupati Kediri tentang Tata

Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

2. Media perekaman naskah dinas elektronik : Iisik dan/atau digitaf;

3. Penanganan surat masuk dan surat keluar;

4. Penanganan surat lainnya yaitu jenis naskah dinas yang belum diatur dalam
pedoman ini diserahkan kepada kebijakan masing-masing unit organisasi

yang bersangkutan;

5. Manajemen Template lBorang Acu {Template manogementl Pembuatan konsep

surat menggunakan template /borang acu berdasarkan Peraturan Bupati
Kediri Nomor 32 Tahun 2O1l tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

6. Pengabsahan dan Autentifikasi, meliputi;

a. pemeriksaan dan persetujuan (approuemenfl;

b. user id dan pa.ssuord;



c. tanda tangan elelrtronik dan cap / logo elektronik Pemerintah Daerah :

Tanda tangan elektronik yang digunakan merupakan tanda tangan

elektronik yang sudah tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berbentuk euick Response Code

(QR-Code) yang digunakan sebagai alat verilikasi dan autentikasi;
7. Pengamanan rneliputi :

a. pencadangan / backup;

b. pemulihan / reauery; darr
c. jaringan.

8. Mekanisme pengiriman berkas.

D.Manfaat

1. Terwujudnya percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

2. Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi;

3. Keterpaduan TNDE yang mendorong terciptanya koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, dan simplikasi antar unit organisasi/unit keq'a;

4. Kelancaran komunikasi serta kemudahan dalam pengelolaan dan

pengendalian tata naskah dinas;

5. Efektivitas dan efrsiensi dalam pengelolaan tata naskah dinas;

6. Kemudahan pelacakan keberadaan dan status naskah dinas;

7. Tidak ada resiko kehilangan naskah dinas.

E Pengertlan Umum

Dalam Peraturan Bupati Kediri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Unit Ke{a adalah Unit Organisasi yang berada di bawah koordinasi PD.

7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan

yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan.
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A Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media

elektronik sebaeai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/ atau
diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan instansi
pemerintah.

9. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi
dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam

komunikasi kedinasan.

10. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah

pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses

pengambilan keputusan.

11. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas yang dibangun

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat

legal.

12. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE berupa perangkat lunak

(sofiutarel dan perangkat keras (hardutarel, antara lain peladen (seruel,

jaringan, komputer pribadi/personal (personal computer/PC), pemindai

(scannefi dan piranti elektronik lainnya.

13. Suprastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE, disamping infrastruktur,

antara lain kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

14. Template /borang acu adalah format surat baku yang disusun secara

elektronik.

15. Agenda Surat adalah pencatatan indeks data induk surat yang meliputi

tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan, dan ringkasan.

16. Naskah Dinas Eksterna-l adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh suatu

Perangkat Daerah yang ditujukan untuk instansi lain di luar Pemerintah

Kabupaten Kediri.

17. Naskah Dinas Intemal adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh suatu unit

kerja kepada unit kerja lain dalam satu perangkat daerah atau Naskah Dinas

yang dibuat suatu Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah lain di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

18. Tanda Tangan Elektronik adalah Tanda Tangan yang terdiri atas informasi

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau Terkait dengan Informasi

Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verilikasi dan autentifikasi.
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BAB II

DESAIN SISTEM

Dalam rangka penerapan TNDE yang produktif, transparan, tertib, cepat,

mudah, akurat, terpadu, aman, dan efisien, diperlukan desain sistem TNDE.

Desain sistem aplikasi TNDE yang diadopsi Pemerintah Kabupaten Kediri
disesuaikan dengan alur kerja (business process) tata naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. selain itu, aplikasi ini bersifat dinamis
sehingga mudah untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna di
masa mendatang. Untuk mendukung hal tersebut, aplikasi ini dibangun dengan

komponen perangkat lunak, arsitektur kerangka kerja aplikasi (frameuork
architechtrel yang sifatnya terbuka (open source) dan berstandarkan ISO.

Sedangkan untuk peralatan pendukung harduaremenyesuaikan kebutuhan
sofiuare dan desain aplikasi. Sebagai gambaran umum, desain sistem aplikasi
ini meliputi arsitektur aplikasi (harduare dan sofiuarel, desain struktur aplikasi
TNDE, tata kelola penggunaan, dan infrastuktur jaringan intranet yang

terintegrasi.

A. Arsltektur Sistem TNDE

Arsitektur Sistem TNDE adalah desain sistem secara keseluruhan yang

menggambarkan proses dan hubungan antar entitas di dalam sistem TNDE.

Secara umum, arsitektur TNDE dapat digambarkan sebagai berikut:

:*

)
r*-",-

Gambar 1. Arsitektur Sistern TNDE

Penjelasan gambar Arsitektur Sistem TNDE adalah s€bagai berikut :

a. Komputer induk /seruer database) merupakan infrastruktur untuk meng-

install aplikasi;

b. Server Aplikasi Data adalah seruer atatf, komputer yang menyediakan layanan

aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna yang terhubung ke jaringan

intranet/ internet;

*,
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c. Komputer induk ini dilindungi oleh sistem pengaman / Fireutall;

d. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik dapat dialses oleh tiap perangkat
komputer ataw mobile phane yang terhubung ke jaringan intranet/internet;

e. Petugas melakukan pemindaian (scanning) dokumen d.an input data untuk
melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.

f. Setiap pengguna dapat mengakses aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik
apabila sudah didaftarkan (autentifikasi) terlebih dahulu ke aplikasi tersebut.

B. Cakupan Slstem
a. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal yaitu proses penyampaian informasi kedinasan yang

dalam hal ini dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar dengan
instansi di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan penjelasan

sebagai berikut :

1) Agenda Surat Masuk

Surat masuk eksternal adalah surat yang diterima dari luar instansi
yang ditujukan kepada Bupati Kediri dan/atau pimpinan instansi dan
unit organisasi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Dalam pengelolaan surat masuk eksternal, sistem aplikasi TNDE dapat
melakukan manajemen agenda surat masuk secara otomatis, antara lain:
dapat melakukan input data dan dapat melakukan pencetakan lembar

disposisi. Dokumen surat masuk tersebut akan disimpan dalam aplikasi
TNDE yang dilengkapi dengan hasil pemind atan (scanning) fisik dokumen
surat masuk, kemudian semua data yang telah diinput akan tersimpan
dalam basis data (databo.se,, surat masuk.

2) Agenda Surat Keluar

Surat keluar eksternal adalah surat yang ditandatangani oleh Bupati
Kediri dan/ atau pimpinan instansi dan unit organisasi/unit keqja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang berwenang sesuai dengan

bidang tugasnya yang dikirim/ditujukan kepada instansi di luar unit
organisasi/unit kery'a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam
pengelolaan surat keluar eksternal ini aplikasi TNDE menyediakan

fasilitas untuk pembuatan konsep surat keluar berdasarkan jenis dan
format yang diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kediri. Aplikasi TNDE juga menyediakan fasilitas input data
surat keluar yang dilengkapi dengan hasil pemindaian lrscanningl fisik
dokumen surat keluar yang sudah ditanda tangani, selanjutnya semua

data yang telah diinput akan tersimpan dalam basis data (database)
surat keluar.
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b. Komunikasi Internal

Komunikasi intemal yaitu proses penyampaian informasi kedinasan yang

dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar antar instansi dan unit
organisasi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan

penjelasan sebagai berikut :

l) Agenda Surat Masuk

Surat masuk internal adalah naskah dinas yang diterima dari Bupati
Kediri dan/atau pimpinan unit organisasi/unit keqia lain di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri yang telah diauthentikasi dengan

menggunakan tanda tangan elektronik. Sistem TNDE dapat melakukan

manajemen agenda surat masuk secara otomatis, penomorzrn agenda

secara otomatis dibuat oleh sistem berdasarkan kode unik setiap

instansi dan semua data agenda surat masuk tersimpan dalam basis

data (databo.se) TNDE dan dapat langsung didistribusikan melalui

sistem TNDE.

2) Agenda Surat Keluar

Surat keluar (intemal) adalah naskah dinas yang dikirim dari Bupati

Kediri dan/atau pimpinan unit organisasi/unit ke{a lain di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kediri. Sistem aplikasi TNDE dilengkapi fasilitas

untuk dapat membuat konsep surat keluar berdasarkan jenis dan format

yang diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri yang kemudian diauthentikasi menggunakan tanda

tangan elektronik. Agenda surat keluar yang telah selesai akan disimpan

secara otomatis dalam basis data (database) TNDE dan dapat langsung

didistribusikan melalui sistem TNDE.

c. Disposisi

Disposisi merupakan perintah atau informasi dari atasan terhadap bawahan

dalam menindaklanjuti surat masuk. Sistem TNDE memberikan mekanisme

tindak lanjut penyelesaian dan penelusuran disposisi tersebut.

d. Pembuatan Surat dengan Template

Pembuatan surat dengan menggunakan template lborang acu akan

memberikan kemudahan dan keseragaman bagi para pengguna TNDE.

Sistem TNDE telah dilengkapi fasilitas mekanismenya yang menyatu dalam

satu alur pembuatan agenda surat keluar ekstemal dan/atau internal.

Proses melen gkapi template dengan data yang diperlukan dapat dilakukan

secara langsung tanpa melalui aplikasi penyunting teks /tert editor) yang

disediakan pada Sistem TNDE, tanpa harus membuka aplikasi lain.
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e. Penelusuran Dokumen

Penelusuran surat adalah sistem yang disediakan untuk menelusuri dan
memantau proses aliran surat masuk maupun surat keluar secara elektronik
dan memastikan korespondensi diproses dengan benar.

f. FasilitasPencetakan

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas pencetakan data sesuai kebutuhan
(harian/mingguan/bulanan/tahunan), sebagai berikut:
1) Rekap/data surat masuk;

2) Rekap/data surat keluar;

3) Rekap/data agenda harian pimpinan;

4) Rekap/data daftar disposisi pimpinan;

5) Mencetak lembar disposisi;

6) Mencetak fisik arsip yang sudah dipindai.

C. Alur KerJa Sistem TIYDE

Sistem TNDE menyediakan beberapa alur keq'a sebagai berikut :

a. Surat Keluar

SURAT I(ELUAR

Tata
Usaha

Unit
Penqolah

Atasan
Unit

PerreqlBh

Pejabet
Pcna4dgtq$qan

Surat

Basis Data

Pgqhertr!
!9ro9g

Surar

Pemedk!a34

Ylgo:f! surat
Pemerlksa.n

Akbir feolc!

Su.at

P.€mbErreo ldlda
Taman

Gambar 2. Alur Surat Keluar Sistem TNDE

Penjelasan Alur Surat Keluar Sistem TNDE adalah sebagai berikut :

1) Unit pengolah harus menentukan jenis surat keluar terlebih dahulu untuk
pemilihan template /borang acu naskah dinas.

f-rr..
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2) Unit pengolah membuat konsep surat dengan mengisikan data ke dalam

kolom yang tersedia dan meng-upload lampiran (fika ada), setelah

pembuatan konsep surat selesai, unit pengolah mengajukan konsep surat
ke atasan. Data konsep secara otomatis disimpan ke dalam database

sebagai draf dengan nomor agenda yang sudah ada secara otomatis.

3) Draf surat keluar kemudian diajukan ke atasan langsung unit pengolah,

di sini atasan langsung bertugas melakukan proses pengecekan draf
surat keluar apabila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke unit
pengolah surat untuk kemudian dibenarkan.

4) Draf surat keluar yang sudah diverifikasi diajukan ke Pejabat

Penandatanganan surat untuk proses verifikasi akhir dan pengesahan atau

legalisasi draf surat keluar.

5) Draf surat yang diajukan dibedakan berdasarkan jenis surat keluar, yaitu :

- Surat keluar internal :

Draf surat internal yang diajukan berupa draf digital dari hasil

persetujuan atasan langsung unit pengolah surat.

- Surat keluar eksternal :

Draf surat internal yang diajukan berupa hasil pnnt out draf surat

keluar dari hasil persetujuan atasan langsung unit pengolah surat.

6) Proses verifikasi a-khir dilakukan oleh pejabat penandatanganan surat,

apabila terdapat koreksi draf surat akan dikembalikan ke unit pengolah

surat untuk kemudian dibenarkan.

7) Draf surat keluar yang sudah melalui proses verifikasi akhir, diagenda dan

kemudian ditandatangani oleh pejabat penandatanganan surat.

8) Penandatanganan surat keluar internal dan eksternal dapat dilakukan

secara langsung melalui sistem berupa tanda tangan elektronik atau

dilakukan dengan tanda tangan basah.

9) Surat keluar internal secara otomatis disimpan ke dalam database agenda

surat keluar oleh sistem, sedangkan surat keluar eksternal perlu

dilakukan pemindaian dan pengunggahan surat keluar yang sudah

ditandatangani dan kemudian disimpan ke dalam database agenda surat

keluar eksternal.

10) Surat keluar kemudian dikirim langsung kepada operator instansi yang

sudah ditentukan atau dapat dikirim secara manual.
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b. Surat Masuk

Dalam tata naskah dinas terdapat 2 (dua) surat masuk, yaitu: surat masuk
yang berasal dari instansi lain dan disposisi. Alur kerja surat masuk pada

aplikasi TNDE sebagai berikut :

Gambar 3. Alur Surat Masuk Sistem TNDE

Penjelasan Alur Surat Masuk Sistem TNDE adalah sebagai berikut :

l) Surat masuk diterima oleh Bagian Tata Usaha.

2) Surat yang masuk melalui bagran tata usaha dilakukan pemilahan terlebih

dahutu untuk selanjutnya dilakukan input data pada aplikasi surat masuk

darr selanjutnya dilakukan pemindaian (scanning) yang semuanya tersimpan

dalam basis data. Pemindaian dokumen merupakan hal yang bersifat

situasional. Pemindaian dokumen tidak dilakukan apabila surat yang

diterima sudah dalam bentuk naskah elektronik (soficopgl atau merupakan

surat yang bersifat sangat rahasia dan rahasia.

3) Data Agenda Surat Masuk tersimpan dalam basis data yang terpusat (tidak

tersimpan di komputer lokal pengguna).

4) Surat yang masuk dan tercatat dalam sistem selanjutnya akan diteruskan

dan ditindaklanjuti oleh pejabat tujuan surat.

5) Pejabat atau pimpinan tujuan surat memberikan disposisi melalui sistem

kepada unit pengolah.

6) Unit Pengolah melakukan penanganan secara langsung sebagai tindak lanjut

disposisi dengan membuat surat balasan apabila diperlukan, dan surat

balasan tersebut akan tersimpan dalam basis data komputer.

SI'RAT MA,SI.'K
'Tata Ir.aha Pttrrptna.rr/

Pelabat Trrjuan
Surat

trllt LGrr8gleh Ba!t3 Data

Pemilaban
surat llaj!f,k

ecocr&eer]
Surat MasuB

P.d! Aplll.st
Pembuatan

9isogtisi

g.e!ai!4e!er / Ilnd.k !ids!
DisoosI'i

M!$l

Ie4l84ao
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c. Disposisi

Alur kerja disposisi pada aplikasi TNDE sebagai berikut :

Gambar 4. Alur Disposisi Sistem TNDE
Penjelasan Alur Disposisi adalah sebagai berikut :

1) Alur disposisi merupakan kelanjutan dari penanganan Surat Masuk atau
disposisi lanjutan. Pembuat Disposisi merupakan Pejabat atau pimpinan

yang menerima Surat Masuk pertama kali atau penerima Disposisi yang
melakukan disposisi lanjutan.

2) Form disposisi dilengkapi dengan keterangan perintah yang diberikan
kepada penerima disposisi. Data disposisi yang telah diisikan dalam basis

data yang terpusat secara otomatis melengkapi disposisi ini dengan

dokumen (allachment) berupa agenda surat masuk yang juga dapat dilihat
isinya oleh pengguna penerima disposisi.

3) Unit Pengolah penerima disposisi dapat melihat secara langsung isi
perintah disposisi.

4) Penerima disposisi harus membuat laporan untuk atasan.

5) Laporan disposisi yang dibuat berisi keterangan singkat pelaksanaan

disposisi dan konsep surat apabila diperlukan.

6) Pembuat disposisi dapat memberikan catatan terhadap laporan yang telah
dibuat oleh penerima disposisi sehingga proses pembuatan laporan dan
pemberian catatan akan berlangsung secara terus menerus sampai
disetujui oleh pengguna pembuat disposisi.

7) Apabila diperlukan, penerima disposisi dapat melakukan disposisi lanjutan
kepada bawahannya.

DtsPostst

Blsis D.t6

PeIrlbuatan Peflnt.h
prs.o!lit Perintah

Disoosisi

Memberlk6O lsi Oisoostsi

DisqaslSl
LonlyJeurtu/gd.t,

{ltlncr-lda-!.ig!r

TIOAK
Laporan
Disp.g,slsi

Iilslelk ledlrl Disoosisi

Lelr-b-a! Unlt Pq-rrr:ol.h"
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D. Persyaratan

Untuk menerapkan Aplikasi TNDE dibutuhkan persyaratan infrastruktur dan
suprastruktur.

a. Infrastuktur

l)Jaringan komputer merupakan suatu sistem jaringan berbasis Local Area
Netuork (l,AN) atau jejaring nirkabel (Wireless Nehuo*) yang terkoneksi
dan dapat mengakses aplikasi yang terdapat pad,a seruer.

2) Komputer induk (seruer) merupakan perangkat keras yang menjalankan
aplikasi jaringan komputer dan menyimpan data yang digunakan untuk
melayani banyak pengguna dalam suatu jaringan.

3l Fireuall merupakan perangkat lunak atau perangkat keras yang

digunakan untuk melakukan pengamanan atas komputer induk.
4) Komputer klien dan/atau android plnne merupakan perangkat keras yang

terhubung dengan jaringan internet sehingga dapat mengakses aplikasi
pada komputer induk.

b. Suprastruktur

1) Pengelola TNDE adalah unit kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab

di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

2) Administrator memiliki kewenangan dalam memanfaatkal aplikasi sesuai

dengan kebijakan masing-masing instansi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri.

3) Standar Operasional Prosedur dibuat secara detail untuk mengatur
pembagian pengguna beserta kewenangan masing- masing sesuai dengan

struktur organisasi dal tata surat yang berlaku dalam suatu instansi.
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BAB III
SPESIFIKASI SISTEM

Penerapan Sistem TNDE secara umum harus memenuhi beberapa spesifikasi

dasar yang bersifat fungsional dan non fungsional.

A. Spesifikasi Fungsional

1. Manajemen Pengguna

a. Data lnduk Pengguna (Master Data User) memfasilitasi manajemen

data pengguna yang berupa penambahan data dan/ atau penon-

altifan pengguna, serta disusun sesuai dengan data kepegawaian.

Menu ini hanya dapat diakses oleh administrator aplikasi.

b. Pemberian Kewenangan (Role) mengatur kewenangan setiap

pengguna, antara lain berupa masukan (input) agenda surat,

pemindaian dokumen, pembuatan disposisi dan pembuatan surat

keluar. Dalam sistem TNDE, dimungkinkan seorang pengguna

mendapatkan beberapa kewenangan sekaligus dalam suatu waktu,

yang diatur oleh administrator, sesuai dengan penugasan yang

diberikan.

2. Agenda Surat Masuk

Penanganan agenda surat masuk adalah sebagai berikut:

a. Masukan (Inpltt) Agenda

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas masukan terhadap agenda surat

masuk dan secara otomatis mencatat petugas yang melakukan

masukan agenda. Data yang dicatat dalam aplikasi TNDE sekurang-

kurangnya memuat :

1) nomor urut agenda;

2) kode klasifikasi;

3) tanggal penerimaan surat;

4) nomor, tanggal dan hal surat;

5) tujuan surat (pengguna tujuan surat);

6) nama dan alamat pengirim surat;

7) kecepatan tanggapan :

a) amat segera;

b) segera;

c) penting;

d) biasa.

8) isi yang ringkas; dan
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9) keterangan, antara lain tembusan dan salinan

10) index/ nama berkas

1 1) retensi/ jangka simpan

b. Penyimpanan Dokumen

Surat masuk yang telah dicatat sebagai sebuah agenda surat masuk

disimpan dengan dua alternatif, yaitu :

l) Pemindaian (scannirry) Dokumen merupakan sistem yang

memfasilitasi pemindaian apabila dokumen diterima dalam bentuk

naskah asli (hordcopg), tidak bersifat rahasia dan sengat rahasia;

2l File Upload dilakukan apabila surat telah diterima dalam bentuk

salinan naskah elektronik (soficopg), dan tidak bersifat rahasia

dan sangat rahasia.

c. Melihat Detail Agenda

Sistem TNDE memungkinkan setiap data agenda surat masuk dan file

terkait yang telah disimpan dapat dilihat kembali secara mudah dan

lengkap.

d. Membuat Disposisi

Sistem menyediakan mekanisme untuk membuat disposisi terhadap

suatu agenda surat masuk. Disposisi ini merupakan perintah lebih

lanjut dalam proses penumganan agenda surat masuk.

e. Manajemen Disposisi

Mekanisme untuk pembuatan laporan terhadap disposisi yang

diterima oleh suatu pengguna dan pemberian komentar oleh pembuat

disposisi terhadap laporan disposisi.

3. Agenda Surat Keluar

Surat Keluar dapat dibuat berdasarkan laporan disposisi ataupun konsep

surat atas inisiatif sendiri.

a. Pembuatan Konsep Surat

Pembuatan konsep surat keluar dapat dilakukan dengan dua cara

yaitu:

ll Template /Borang Acu

Sistem menyediakan template yang merupakan format naskah

dinas baku yzrng mengacu pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kediri.



t5

2) Tanpa Template /Borang Acu

Selain menggunakan template /borarrg acu yang sudah

didefinisikan, pengguna dapat membuat konsep surat tanpa

template apabila konsep surat tidak memerlukan format tata

naskah dinas.

b. Persetujuan Konsep Surat

Terdapat fasilitas untuk melakukan persetujuan atasan terhadap

konsep surat yang telah dibuat. Dalam proses persetujuan suatu

konsep surat, dimungkinkan terjadi koreksi dan revisi yang dilakukan

secara berulang sampai didapat suatu konsep surat yang disepakati.

c. Pembuatan Agenda Surat Keluar

Unit keda dapat melakukan input data agenda surat keluar setelah

konsep surat menjadi surat linal.

d. Distribusi Surat Keluar

e. Setelah surat keluar diagendakan selanjut xya didistribusikan ke

bagian tata usaha instansi yang telah ditentukan berdasarkan tujuan

pengiriman surat.

f. Pemindaian (scanning) Surat (cek nomor)

Surat keluar yang telah dilengkapi dengan tanda tangan dan cap

disimpan dengan cara pernindaian (scanning).

4. Manajemert Template

a. Penggunaan Template Standar

Sistem menyediakan template /borang acu sesuai format naskah dinas

yang baku. Beberapa aspek spesifik seperti logo margin, spasi, dan

paragraf sudah diatur pada aplikasi TNDE sehingga berlaku umum

untuk semua unit ke{a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

b. Pembuatan Template / Borang Acu Baru

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas untuk membtat template baru

yang belum ada pada Pedoman Umum Tata Naskah Dinas sehingga

format surat yang spesiflk pada suatu unit kerja tetap dapat

dimasukkan sebagai suatu tetplate.
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c. Penggunaan Template dalam Pembuatan Konsep Surat
Dalam pembuatan konsep surat, template borang akan secara

otomatis terintegrasi berdasarkan jenis surat yang dipilih sehingga
proses pembuatan konsep surat dapat langsung dikeq'akan melalui
sistem tanpa menggunakan aplikasi editor teks/penyunting ferf
editor) Iatn. Surat Masuk dan Surat Keluar yang bersifat Rahasia dan

Sangat Rahasia ditangani sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan
oleh unit kerja masing- masing. Dalam hal ini, alur kerja penanganan

Surat Rahasia yang meliputi pencatatan agenda dan alur disposisi

masih dapat menggunakan alur keda yang disediakan oleh aplikasi

TNDE, perbedaannya dengan tidak adanya.fiIe hasil scanning karena

-ltle fisik surat tersebut langsung disampaikan pada pejabat penerima

surat.

5. Pencarian Dokumen

Semua dokumen yang tersimpan dalam sistem akan dapat dicari

berdasarkan kriteria pencarian yang ditentukan oleh pengguna.

Pencarian ini juga meliputi kegiatan pencatatan agenda masuk, disposisi,

dan pembuatan agenda keluar.

B. Spestfikasl Ilon Fungslonal

Beberapa hal yang menjadi persyaratan non-fungsional dari sistem sebagai

berikut :

l. Keamanan Aplikasi

Aplikasi menjamin autentifikasi pengguna yang melakukan pengaksesan.

Secara minimal, mekanisme keautentikan dilakukan dengan

menggunakan pengecekan nama pengguna dan kata kunci (passutord)

sehingga aplikasi dapat diakses dengan menggunakan kewenangan yang

telah ditentukan untuk masing-masing pengguna. Keautentikan

dilengkapi dengan keamanan yang menjamin bahwa data dimasukkan

oleh pengguna bukan oleh sistem lain/virus, misalkan dengan

menggunakan gambar atau tulisan khusus (captcha) ataupun seanritg

Etestion. Dalam akses aplikasi harus dijamin bahwa:

a. aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang terautentik:

b. pengguna hanya dapat mengakses menu yang menjadi

kewenangannya:

c. nama pengguna yang sama tidak dapat digunakan secara paralel.
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2. Pencatatan log Aktivitas Pengguna

Aplikasi akan mencatat setiap aktirritas user y€rng berkaitan terhadap
sistem. Log aktivitas ini dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan

terhadap segala proses persuratan yang memanfaatkan aplikasi TNDE.

3. Fitur Penghapusan dan Pembatalan

Aplikasi tidal< melal<ukan penghapusan secara langsung (purge d.elete)

terhadap dokumen ataupun agenda surat yang telah dibuat, tetapi
digunakan mekanisme flag untuk menandakan status validitas suatu
dokumen atau agenda surat. Pembatalan terhadap suatu aksi harus
melalui suatu mekanisme otorisasi yang diatur sesuai kebijakan unit
kery'a di lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Keamanan Penyimpanan Dokumen

Aplikasi TNDE memberikan kepastian bahwa dokumen yang tersimpan
tidak tumpang tindih dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya,

sehingga setiap user dapat mengakses file dokumen yang benar.

Penyimpanan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek keamanan

dan pemeliharaan untuk mencegah kerusakan 751e.

5. Apabila teq'adi gangguan teknis yang dapat mengakibatkan aplikasi TNDE

tidak dapat digunakan (misalnya pemadaman arus listrik dan koneksi

terputus) atau tidak layak digunakan (faringan kurang bagus), maka

digunakan pengurusan surat dan disposisi secara manual.

6. Apabila te{adi kesalahan alamat dalam pengiriman dokumen, maka unit
pengelola mengajukan permintaan untuk menyampaikan dokumen sesuai

dengan alamat tujuan dan menghapus dokumen pada alamat tujuan
yang salah kirim melalui mekanisme otorisasi yang diatur sesuai

kebijakan unit keq'a di lingkungan Pemerintah Daerah.
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BAB TV

FIORMAT TAITDA TANGAN ELEKTRoNIK

@l
-i

Dokuroen Laporan Hasil Pengawasan ini telah ditanda
tangani sccara clekronik dcngan mcnggunakan scrtifikat
elekronik yaJtg diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE) Badan Siber Sandi Negara sesuai dcngan Undang-
Undang Nomor 1l Tahun 2OO8 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik
mcmiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sai.

Dokumen l,aporan Hasil Pengawasan ini telah ditanda
tangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat
elcktronik yang diterbitkan oleh Balai Sertihkasi Elektronik
(BSrE) Badan Siber Sandi Negara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 11 Taiun 2008 tentang Iniormasi dan
Transaksi Elektronik, tanda tangan s€cara elektronik
memiliki kekuatan hukum d6l1 al<ibat hukum yang sah.

Balai
Sertlfikasi
Etektronik

Kediri,
Ditandatangani secara elektronik oleh :

NA A JABATAIT PEI{AITDATANGAIV

NA A PE.'ABAT PENANDATAITGAN

I

Kediri,
Ditandatangani secara elektronik oleh :

ITAUA JABATAIT PETAIDATAITGAI{

I

@t

a. Kepala Daerah/ Bupati

tr

tr

Batai
Sertifikasi
Elektronik

, b. Wakil Kepala Perangkat Daerah/ Wakil Bupati

tr

T

ITA}IA PE.'ABAT PENANDATANGAN
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Kediri,
Ditandatangani secara elektronik oleh :

IfA A JABATAX PEI|AITDATA}IGAIT

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

I

\-/ 
@l

i
Batai
Sertlfikasi
Elektronik

Dokumen Laporan Hasil Pengawasan ini telah ditanda
tangani secam elektronik dengan menggunalan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Serrifikasi Elek&onik
(BSrE) Badan Siber Sandi Negara scsuai dengan Undang-
Undang Nomor I I Tahun 2008 tentang lnformasi dan
Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elehonik
memiliki kekuatri hukum dan akibat hukurn yarg sah.

\

tr tr

i
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BAB V
PENGELOLA SISTEM

Pengelola TIYDE

l. Pengelola TNDE adalah Tim Pengelola TNDE Kabupaten Kediri;

2. Pengelola infrastruktur dan jaringan komputer Sistem TNDE adalah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri;

3. Administrator adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam

melakukan manajemen sistem dan basis data (database) dalam hal ini
adalah Baglan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;

4. Operator adalah petugas yang ditunjuk dan memiliki kewenangan

dalam mengoperasikan Sistem TNDE sesuai dengan kebijakan masing-

masing unit organisasi/ unit keda;

5. Pemeliharaan harduare dilakukan oleh masing-masing pengguna

Sistem TNDE pada unit organisasi/unit kerja yang bersangkutan dan

berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kediri;

6. Dalam setiap perubahan dalam rangka penyempurnaan dan

pengembangan Sistem TNDE, administrator akan selalu

mengikutsertakan unit organisasi / unit keda yang bersangkutan;

7. Bebetapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:
a- jika pada saat tertentu terjadi gangguan teknis berkaitan dengan

jaringan TNDE, operator/ staf tata usaha dapat menghubungi

administrator Sistem TNDE;

b. dalam hal tedadi pergantian pimpinan pengguna TNDE dan

menghendaki perubahan format lembar disposisi, operator/ staf tata

usaha dapat menghubungi administrator Sistem TNDE.



'27

BAB VI
PEIYUTT'P

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kediri merupakan acuan pengelolaan dan pembuatan

Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis.Tata Naskah Dinas Elektronik bagi

para pejabat dan pegawai di setiap Instansi Pemerintahan di Lingkungan

Pemerintah Daerah.

Dengan memanfaatkan Petunjuk Pelaksanaal Tata Naskah Dinas
Elektronik ini, diharapkan dapat tercapai kesamaan pengertian dan
pemalaman tentang penyelenggaraan TNDE. Selain itu, dapat tercapai
keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas elektronik, kelancaran
komunikasi dan kemudahan dalam pengurusan naskah dinas, serta
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas sesuai dengan

keperluan masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b
Plt. KUM

oNo
Penata Tingkat I

19661125 198903 1 010

IAN


